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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Lembaga Perlindungan Saksi 

dan Korban (LPSK) dalam melindungi saksi dan korban tindak pidana khususnya 

tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh LPSK 

dalam melindungi saksi dan korban. 

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan 

yuridis normatif. Yaitu jenis bahasan hukum mencakup bahan hukum primer, bahan 

hukum skunder dan bahan hukum non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum 

yang digunakan yaitu teknik pengumpulan bahan hukum kepustakaan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dihasilkan kesimpulan, yaitu: 

tanggung jawab LPSK, yang dituangkan dalam Pasal 5, 6, dan 7 UU No. 31 Tahun 

2014, yang mengubah UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan 

korban, masing-masing: a. Tawarkan jaminan keamanan fisik. b. Memberikan 

kepastian hukum tentang penyelenggaraan peradilan pada setiap tahapan proses 

hukum. c. Tawarkan bantuan keuangan. d. Memberikan hak reparasi dan 

memfasilitasinya. Sistem pengamanan yang sah oleh LPSK merupakan cara paling 

umum dalam memberikan jaminan kepada saksi dan korban oleh LPSKproses 

pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban oleh LPSK sebagai berikut : 

pengajuan permohonan, pemeriksaan formal atau administrasi, rancangan rapat 

pleno anggota, dan bantuan dan perlindungan LPSK, Hambatan-Hambatan yang 

dihadapi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang menyebabkan 

kurang maksimalnya pemenuhan hak yaitu: a. Hambatan regulasi. b. Pemberian 

bantuan yang masih terbatas. c. Kebutuhan Peguataan internal LPSK. d. Surat 

keterangan atau status sebagai saksi dan korban. e. Penentuan bantuan medis yang 

mendasarkan pada rekomendasi dokter atau ahli psikologi. f. mengenai jangka 

waktu penentuan dapat diberkannya bantuan. g. Pendampingan korbandalam 

proses permohonan bantuan. h. informasi bantuan kepada korban. i. Kerjasama dan 

dukungan dari Lembaga pendamping korban.  

 

Kata Kunci: Perlindungan Saksi dan Korban  
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Abstract 

 

This study aims to determine the role of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in 

protecting witnesses and victims of criminal acts, especially corruption and to find out the 

obstacles experienced by LPSK in protecting witnesses and victims. 

The research method used in this thesis is a normative juridical approach. That is, the type of 

legal discussion includes primary legal materials, secondary legal materials and non-legal legal 

materials. The technique of collecting legal materials used is the technique of collecting legal 

materials in the library. 

Based on the results of research and discussion that resulted in conclusions, namely: 

the responsibilities of LPSK, which are outlined in Articles 5, 6, and 7 of Law No. 31 of 2014, 

which modifies Law No. 13 of 2006 regarding the protection of witnesses and victims, 

respectively: a. Offer assurances of physical safety. b. Provide legal assurances regarding the 

administration of the court at each stage of the legal process. c. Offer financial assistance. d. 

Providing reparation rights and facilitating them. The legitimate security system by the LPSK is 

the most common way of giving insurance to witnesses and casualties by the LPSKas follows: 

submission of requests, formal or administrative examinations, draft plenary meeting of members,  

provision of protection and assistance by LPSK, the Obstacles faced by the Witness and Victim 

Protection Agency (LPSK) which cause the fulfillment of rights to be less than optimal, namely: 

a. Regulatory barriers. b. The provision of assistance is still limited. c. LPSK's internal 

strengthening needs. d. Certificate or status as witness and victim. e. Determination of medical 

assistance based on the recommendation of a doctor or psychologist. f. regarding the time period 

for which assistance can be provided. g. Assistance of victims in the process of requesting 

assistance. h. assistance information to victims. i. Cooperation and support from victim assistance 

institutions. 

 

Keywords: Witness and Victim Protection 

 

I.     PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang perlu memahami dengan keadaan 

dunia yang telah mulai banyak memberhatikan hak asasi manusia, sehingga di era 

reformasi sebuah agenda besar tersebut menuntut adanya perubahan sebuah tata 

kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, salah satunya dari perubahan tersebut yang 

menunjol ialah mengenai perlindungan hak-hak warga Negara yang berkaitan dengan 

Hak Asasi Manusia.  

 Dalam perlindungan hak asasi manusia telah banyak perlindungan yang telah dengan 

jelas dan tegas yang diatur dalam sebuah Peraturan Perundang-undangan seperti yang 

telah diatur dalam undang-undang perlindungan anak, perlindungan perempuan, 

perlindungan kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya yang selanjutnya baru 

kemudian perlindungan saksi dan korban hamper terlupakan dalam agenda reformasi.  

 Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh 

pemertintah untuk memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakatnya, berdasarkan 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Negara 

bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang 

sangat penting, seperti diuraikan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-undang Dasar Negara 
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Republik Indonesia yang berbunyi : “perlindungan, pemajuan, penegakan dan 

pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah’’  

Hukum pidana adalah hokum sansi, jadi sebab itulah adalah hokum pidana difungsikan 

Untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan keadilan, akan tetapi dalam penyelesaian 

perkara pidana sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa 

saja sementara hak-hak korban diabaikan, fungsi dari hukum pidana berkaitan dengan 

fungsi hukum pada umumnya yaitu untuk mengatur hidup masyarakat atau 

menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat, yang bertujuan untuk menegakan tertib 

hukum, melindungi masyarakat hokum manusia serta memberikan rasa takut untuk 

melakukan berbuatan pidana dan mendidik orang yang melakukan berbuatan pidana 

supaya sadar sehingga menjadi orang yang lebih baik lagi.  

 Ruang lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahapan proses peradilan 

pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan atau 

kesaksian, peranan saksi dan korban dalam setiap persidangan perkara pidana sangat 

penting karena kerap keterangan saksi dan korban dapat mempengaruhi dan menetukan 

kecenderungan putusan hakim.  

 Jantungnya suatu proses peradilan adalah dalam tahapan pembuktian, dalam tahap 

pembuktian di persidangan akan di hadapkan dengan berbagai alat bukti yang dihadirkan 

sesuai dengan keterkaitan dengan tindak pidana yang sedang di gelar, salah satu alat bukti 

yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan /atau korban yang 

mendengar, melihat atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya 

mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku 

tindak pidana, dalam proses pengungkapan suatu proses pidana mulai dari tahap 

penyidikan sampai dengan tahap pembuktian persidangan keberadaan keberadaan peran 

saksi sangatlah di harapkan, bahkan menjadi faktor penentu dan pemberhasilan dalan 

pengungkapan kasus pidana yang dimaksud. 

Saksi dan korban selama ini hanya diikut sertakan dalamm proses peradilan pidana 

sebagai pihak yang dapat memberikan informasi yang dapat dijadikan sebagai bukti untuk 

mengungkap suatu tindak pidana. Dalam hal ini, aparat penegak hukum memasukkan 

saksi dan korban hanya sebagai pelengkap. Walaupun menjadi saksi suatu tindak pidana 

dapat menolong atau merugikan terdakwa, namun apabila keterangan saksi dan korban 

memberatkan tersangka atau terdakwa, maka terdakwa dapat menjadi saksi dan korban 

sebagai musuh yang memberatkannya dalam tindak pidana. proses penanganan perkara 

yang tentunya dapat membahayakan keberadaan saksi dan korban. Berdasarkan hal 

tersebut, seorang saksi dan korban tentunya harus mendapat perlakuan dan hak khusus 

karena mengingat keterangan yang disampaikan dapat mengancam keselamatannya.  

Seseorang akan takut bersaksi jika pengaturan yang ketat dan jaminan keamanan tidak 

dibuat untuk mereka. Dalam waktu yang tidak lama lagi, diharapkan akan tersedia 

jaminan keamanan dan keselamatan saksi sehingga masyarakat dapat  berperan secara 

signifikan dalam mengungkap suatu tindak pidana, salah satunya dengan menjadi saksi. 

Namun keberadaan saksi dalam mengungkap suatu tindak pidana sangat penting, 

sehingga masyarakat enggan atau bahkan tidak mau menjadi saksi. dalam UU No.31tahun 

2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan dan bantuan 

terhadap saksi maupun korban perlindungan yang dimaksud adalah berupa perbuatan 
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yang memberikan perlindungan atau perlindungan kepada seseorang yang membutuhkan 

agar merasa aman dari ancaman disekitarnya.  

 Dalam KUHAP telah terdapat beberapa pasal yang mengakomodir sedikitnya 

perlindungan terhadap saksi antara lain : Pasal 108 ayat (1) yang menentukan bahwa 

“setiap orang mengalami, melihat dan menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa 

yang merupakan tindak pidana bahkan untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada 

penyidik baik secara lisan maupun tertulis’’ selanjutnya Pasal 117 ayat (1) selain itu 

dalam proses peradilan seorang saksi memiliki hak untuk memberikan keterangan kepada 

penyidik tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun, serta pada 

pembuktian dimuka sidang pengadilan pada seorang saksi tidak boleh diajukan pertanyan 

pertanyaan yang bersifat menjerat yang terdapat pada Pasal 166 KUHAP.  

Penjelasan mengenai konsep perlindungan saksi merupakan hal yang dapat dikatakan 

baru, namun jika kita berbicara tentang saksi, kata tersebut mungkin sudah tidak asing 

lagi. Setiap kali kita berbicara tentang perbuatan hukum perdata dan pidana, diharapkan 

dalam situasi dimana kata “saksi” dapat digunakan, secara teori, saksi merupakan salah 

satu bentuk alat bukti berupa pemberian keterangan dalam proses peradilan. Penggunaan 

keterangan saksi sebagai alat bukti merupakan ketentuan kedua saksi karena dalam 

kerangka proses peradilan. 

A. Rumusan Masalah  

a. Bagaimana lperanan llembaga lperlindungan lsaksi ldan lkorban ldalam 

lmelindungi lsaksi ltindak lpidana lkorupsi? 

b. Bagaimanakah lmekanisme lperlindungan lhukum loleh lLPSK lberdasarkan 

lundang-undang lNomor l31 ltahun l2014 ltentang lperlindungan lsaksi ldan 

lkorban? 

 

 II.    METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Pendekatan 

Pendekatan yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan 

cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Metode yuridis normatif 

dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau 

data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 

bahan hukum tersier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan 

perundangundangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif. 

B. Spesifikasi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Deskriptif analitis yaitu 

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analisis yaitu melakukan 

deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail 

mungkin. 
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C. Jenis dan Sumber Data 

Data-data yang digunakan untuk melangsungkan penelitian ini adalah sumber data 

sekunder. Data sekunder yaitu data yang di dapat melalui membaca buku-buku atau 

literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah studi kepustakaan. 

Dengan metode ini permasalahan yang telah dirumuskan dicari dengan teori dan 

konsep yang lebih relevan dengan pokok permasalahan dari sumber yang refrensi 

umum (buku dan dokumen lainnya). 

E. Metode Analisis Data 

analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

analitis. Data deskriptif analitis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan 

angka-angka dan pengukuran. 

\ 

3.      HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Peranan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Melindungi Saksi 

Tindak Pidana Korupsi 

Kesulitan luntuk lmendapatkan lsaksi latau lkorban ltentunya lberalasan lmengingat 

lsaksi latau lkorban ltidak lingin lterlibat ldalam lsistem lperadilan lkarena lkurang 

lpercaya ldengan lmekanisme lyang lada lserta lbelum lmendapat ljaminan lperlindungan 

ldari lKUHAP lmaupun lketentuan lperundang-undangan llainnya. 

Pada lhakekatnya lada ltiga lpihak lyang lharus ldiperhatikan ldan ldilindungi lsecara 

lproposional ldan lberkeadilan ldalam lsistem lperadilan lpidana, lyaitu lkorban ltindak 

lpidana ldan/atau lkeluarganya, lpelaku ldan lmasyarakat lluas l(termasuk lnegara). lJika 

lkepentingan lkorban ltidak lmendapat lperhatian lyang lsemestinya lmaka lakan lmudah 

lkorban latau lpihak llain lyang lberkepentingan lmelakukan lperbuatan lmain lhakim 

lsendiri. lSedangkan lpelaku, lsebagai langgota lmasyarakat lyang lkebetulan lmelakukan 

lpelanggaran lterhadap lnorma-norma lhukum lyang lberlaku lperlu lmendapat lperhatian 

ldan lperlindungan lagar ltidak lmenjadi lkorban lperbuatan lmain lhakim lsendiri, lserta 

lperlu ldisadarkan lagar lmenyadari lkesalahannya ldan lmenjadi lwarga lmasyarakat 

lyang lbaik. lHal litu ldilakukan ldengan lcara lmengadili lapakah lkesalahannya lbenar-

benar lterbukti latau ltidak. lBila ltidak lterbukti lharus ldibebaskan, ljika lterbukti 

lbersalah lsecara lhukum lharus ldikenakan lpidana lsesuai lketentuan lhukum lyang 

lberlaku. 

Salah lsatu lregulasi lyang lmuncul lsebagai lrespon ldari lperkembangan lhukum lpidana 

ldan lmenjawab lkebutuhan ladalah lmunculnya lUU lNo. l13 lTahun l2006 ltentang 

lPerlindungan lSaksi ldan lKorban lyang ldirevisi lmenjadi lUU lNo.31 ltahun l2014 

ltengatang lperlindungan lsaksi ldan lkorban, lsebagai lrespon latas lpentingnya 

lperlindungan lsaksi ldan lkorban lyang lselama lini lbelum lcukup ldiakomodasi ldalam 

lberbagai lperaturan. lUU lini lmengatur ltentang lhak-hak lsubstantif ldari lsaksi ldan 

lkorban, lhak-hak lprosedural lsaksi ldan lkorban, lperlindungan lterhadap lsaksi ldan 
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lkorban ltermasuk lmekanisme ldan lprosedurnya ldan ljuga lmengatur lmengenai ltugas 

lPokok ldan lFungsi lLembaga lPerlindungan lSaksi ldan lKorban l(LPSK). 

Salah lsatu lbentuk lperlindungan lterhadap lmasyarakat lyang lharus ldilakukan loleh 

lnegara ladalah lmemberikan lperlindungan lhukum lmelalui lproses lperadilan lapabila 

lterjadi ltindak lpidana latau ldisebut lsebagai lsistem lperadilan lpidana l(criminal ljustice 

lsistem). lSalah lsatu lpihak lyang lsangat lmembutuhkan lperlindungan ldalam lsuatu 

ltindak lpidana ladalah lkorban ltindak lpidana. lPeran lpenting lkorban luntuk ldiberikan 

lperhatian ldan lperlindungan lberangkat ldari lpemikiran lbahwa lkorban lmerupakan 

lpihak lyang ldirugikan ldalam lterjadinya lsuatu lkejahatan lsehingga lharus lmendapat 

lperhatian ldan lpelayanan ldalam lrangka lmemberikan lperlindungan lterhadap 

lkepentingannya. 

Keberadaan lUndang-Undang ltentang lPerlindungan lSaksi ldan lKorban ladalah ldalam 

lkerangka luntuk lmelengkapi lpranata lprosedural ldalam lproses lperadilan lpidana. 

lDalam lsuatu lpemeriksaan lperkara lpidana luntuk lmengungkap lfakta-fakta ldalam 

lrangka lmencari lkebenaran ldan lkeadilan, lsangat lterkait lerat ldengan lkekuatan lalat 

lbukti lpada lpemeriksaan ldi lpersidangan. lSaksi ldan lkorban lmemegang lperanan 

lpenting ldalam lupaya lpengungkapan lkebenaran lmateriil ldalam lmenilai lkekuatan 

ldan lkelemahan lalat lbukti ldalam lperkara lpidana. lPosisi lsaksi ldan/atau lkorban 

ldalam lskenario lini lberpotensi lmengancam lintegritas lpsikologis latau lfisik lmereka. 

lUntuk litu lberdasarkan lasas lkesamaan ldi ldepan lhukum, lsaksi ldan lkorban ldalam 

lproses lperadilan lpidana lharus ldiberikan ljaminan lperlindungan lhukum. 

Lembaga lyang lmerupakan lunsur lpenyelenggara lnegara ldimana lLembaga 

lPerlindungan lSaksi ldan lKorban l(LPSK) lyang lmenjalankan ltugas lpokoknya lsesuai 

ldengan lperaturan lperundang-undangan. lTanggung ljawab lutama lLPSK ladalah 

lmemastikan lbahwa lsaksi ldan lkorban lmendapatkan lbantuan ldan lperlindungan 

lsesuai ldengan lhukum. lLPSK lbertanggung ljawab latas lperlindungan, lpendampingan, 

lkerjasama ldalam ldan lluar lnegeri, lpendidikan ldan lpelatihan, lpengawasan, 

lpenelitian ldan lpengembangan, lpelaporan, lhukum, lsosialisasi, ldan lhubungan 

lmasyarakat lyang lberkaitan ldengan lperlindungan lsaksi ldan lkorban. 

Perlindungan lyang ldiberikan lmelalui lUndang-Undang lPerlindungan lSaksi ldan 

lKorban ladalah lperlindungan lkhusus lyang ldiberikan lkepada lsaksi ldan lkorban 

ldimana lbobot lancaman latau ltingkat lkerusakan lyang lderita loleh lsaksi ldan latau 

lkorban lditentukan lmelalui lproses lpenetapan loleh lLPSK. lDalam lundang-undang 

lini, lperlindungan ldimaksudkan lsebagai lsegala lupaya lpemenuhan lhak ldan 

lpemberian lbantuan luntuk lmemberian lrasa laman lkepada lsaksi ldan l/ latau lkorban 

lyang lwajib ldilakukan loleh lLPSK latau llembaga llainnya lsesuai ldengan lketentuan 

lundang-undang. lPemberian lperlindungan lsendiri lsepenuhnya lbertujuan luntuk 

lmemberikan lrasa laman lkepada lsaksi ldan/ latau lkorban ldalam lmemberikan 

lketerangan lpada lsemua ltahap lproses lperadilan lpidana. lSedangkan lpemberian 

lbantuan ldiberikan ldalam lrangka lkonteks lpemenuhan lhak latas lpemulihan lbagi 

lsaksi ldan l/ latau lkorban. 

Peran lLPSK ldiatur ldi ldalam lPasal l5, lPasal l6 ldan lPasal l7 lUndang-Undang lNomor 

l31 lTahun l2014 ltentang lPerubahan lAtas lUndang-Undang lNomor l13 lTahun l2006 

ltentang lPerlindungan lSaksi ldan lKorban lyang lmerupakan lrumusan lempat lperan 
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lLPSK ldalam lmenjamin lhak-hak lsaksi ldan lkorban lsesuai ldengan ltugas ldan 

lkewenangannya, lyaitu: 

a. Memberikan ljaminan lperlindungan lfisik lyakni: lPerlindungan latas lkeamanan 

lpribadi, lkeluarga, ldan lharta lbenda lserta lperlindungan ldari lancaman l(Pasal l5 

layat l(1) la); lmendapatkan lidentitas lbaru ldan lmendapatkan ltempat lkediaman 

b.  Memberikan ljaminan lhukum lyang lberkaitan ldengan ladministrasi lperadilan lpada 

lsetiap ltahapan lproses lhukum lyang ldijalankan, lyakni: lSaksi ldan/atau lkorban 

lmemberikan lketerangan ltanpa ltekanan ldalam lsetiap ltahapan lproses lhukum 

lyang lberlangsung l(Pasal l5 layat l(1) lhuruf lc); lSaksi ldan/atau lkorban lakan 

ldidampingi lpenerjemah, ldalam lhal lketerbatasan latau lterdapat lhambatan 

lberbahasa l(Pasal l5 layat l(1) lhuruf ld); lSaksi ldan/atau lkorban lterbebas ldari 

lpertanyaan lyang lmenjerat l(Pasal l5 layat l(1) lhuruf le); lSaksi ldan/atau lkorban 

lmendapatkan linformasi lmengenai lperkembangan lkasus lhingga lbatas lwaktu 

lperlindungan lberakhir l(Pasal l5 layat l(1) lhuruf lf); lSaksi ldan/atau lkorban lakan 

ldiberitahukan ldalam lhal lterpidana ldibebaskan l(Pasal l5 layat l(1) lhuruf lh); lSaksi 

ldan/atau lkorban lberhak ldidampingi loleh lpenasehat lhukum luntuk lmendapatkan 

lnasehat-nasehat lhukum l(Pasal l5 layat l(1) lhuruf ll); lBentuk lperlindungan lhukum 

lbagi lsaksi, lkorban, ldanpelapor luntuk ltidak ldigugat lsecara lperdata, ldituntut 

lsecara lpidana lkarena llaporannya l(misalnya lterkait ldengan lpengungkapan lkasus-

kasus lkorupsi) l(pasal l10 layat l(1)); lserta lmemberikan lrekomendasi lkepada 

lhakim lagar lbagi ltersangka lyang lberkontribusi l(sebagai lsaksi lpelaku/justice 

lcollaborators) luntuk ldiberikan lkeringanan lhukuman latas lpartisipasinya ldalam 

lpengungkapan lsuatu ltindak lpidana lyang lbesar l(Pasal l10 layat l(2)); 

c. Memberikan ldukungan lpembiayaan, lyakni: lBiaya ltransportasi l(Pasal l5 layat l(1) 

lhuruf lk) ldan lBiaya lhidup lsementara l(Pasal l5 layat l(1) lhuruf lm); 

d. Memberikan ldan lmemfasilitasi lhak-hak lreparasi l(pemulihan) lbagi lkorban 

lkejahatan ldan lpelanggaran lhak lasasi lmanusia lyang lberat, lyakni: lBantuan lmedis 

l(Pasal l6 lhuruf la); lBantuan lrehabilitasi lpsikososial l(Pasal l6 lhuruf lb). lPengajuan 

lkompensasi lbagi lkorban l(Pasal l7 layat l(1) lhuruf la) ldan lPengajuan lrestitusi 

lbagi lkorban l(Pasal l7 layat l(1) lhuruf lb). 

LPSK lyang ldibentuk lseiring ldengan lditerbitkannya lUU lNo.13 lTahun l2006 ltentang 

lPerlindungan lSaksi ldan lKorban lmerupakan lsalah lsatu lLembaga lNon lStruktural 

l(LNS) ldi lmana llembaga lini lmerupakan llembaga lyang ldibentuk lsesuai ldengan 

lUndang-Undang l(UU). lSelain litu, llahirnya lLPSK ljuga lmerupakan ltuntutan ldari 

lmasyarakat lluas lyang lmenjadi lsaksi ldan lkorban lagar lbisa lmendapatkan 

lperlindungan ldan lpelayanan lterkait ldengan lperlindungan lsaksi ldan lkorban. lPada 

ltahun l2014 ldengan ladanya lrevisi lUU lNo. l13 lTahun l2006 lyang lpada lsaat lini 

ltelah lberubah lmenjadi lUU lNo. l31 lTahun l2014 ltentang lPerubahan latas lUU lNo.13 

lTahun l2006 ltentang lPerlindungan lSaksi ldan lKorban lserta lsemakin lluas lperan ldan 

kewenangan lyang ldiberikan loleh lLPSK lsemakin lmenguatkan lpenulis lbahwa 

lhadirnya lLPSK lkarena lmemiliki lkepentingan luntuk lmemberikan lpelayanan lkepada 

lmasyarakat lluas lkhususnya lsaksi ldan lkorban lyang lmembutuhkan lperlindungan. 
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B. Mekanisme Perlindungan Hukum Oleh LPSK berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban 

Menurut lPasal l3 lUndang-Undang lNomor l13 lTahun l2006, lbeberapa lprinsip lyang 

ldigunakan luntuk lmemberikan lperlindungan lbagi lsaksi ldan lkorban ladalah 

lmartabat, lrasa laman, lkeadilan, lnondiskriminasi, ldan lkepastian lhukum. 

Saksi ldan lkorban lharus lmelalui lbeberapa ltahapan luntuk lmengajukan lpermohonan 

lbantuan lperlindungan. lLangkah-langkah lini lbertujuan luntuk lmembangun 

lkepercayaan ldan lkerja lsama ldi lantara lpara lpihak. lPerjanjian lperlindungan lantara 

lLPSK ldengan lpihak lyang ldilindungi l(saksi ldan/atau lkorban) lmencantumkan 

lklausul lini. lseharusnya lpemahaman, ldengan lalasan lbahwa ljenis lajakan lyang 

lmasuk lke lLPSK ladalah lajakan ldan lbukan llaporan. lPermohonan ldalam larti lsaksi 

ldan lkorban ltindak lpidana lmengajukan lpermohonan lperlindungan llangsung lkepada 

lketua lLPSK l(mewakili lLPSK). lSaksi latau lkorban lkejahatan lmembuat lpermintaan 

latas lkehendak lsendiri. 

Selain lharus lmemenuhi lpersyaratan lyang ldigariskan ldalam lPasal l29, lsaksi ldan 

lkorban lharus lmelalui lsejumlah lprosedur lyang lditetapkan loleh lLPSK lsebelum 

ldapat lmemperoleh lperlindungan lhukum ldari lLPSK.seperti lyang ltelah ldijelaskan 

lpada lpasal l29 lyaitu: 

Pasal l29 

1. Tata lcara lmemperoleh lPerlindungan lsebagaimana ldimaksud ldalam lPasal l5, 

lyakni lsebagai lberikut: 

2. Saksi ldan/atau lKorban lyang lbersangkutan, lbaik latas linisiatif lsendiri lmaupun 

latas lpermintaan lpejabat lyang lberwenang, lmengajukan lpermohonan lsecara 

ltertulis lkepada lLPSK; 

3.  lLPSK lsegera lmelakukan lpemeriksaan lterhadap lpermohonan lsebagaimana 

ldimaksud lpada lhuruf la; ldan 

4.  lKeputusan lLPSK ldiberikan lsecara ltertulis lpaling llambat l7 l(tujuh) lhari lsejak 

lpermohonan lPerlindungan ldiajukan. 

1) Dalam lhal ltertentu lLPSK ldapat lmemberikan lPerlindungan ltanpa ldiajukan 

permohonan.” 

Dalam lpengajuan lpermohonan lperlindungan lberdasarkan lhasil lanalisi lyang 

ldilakukan loleh lpenulis lbahwa lmencakup lmengenai: 

a. Persyaratan lFormil lyang lterdiri ldari lIdentitas lPemohon l(Nama 

lLengkap,Umur/Tanggal lLahir, lJenis lKelamin, lAlamat lKTP/alamat ltinggal 

lterakhir, lStatus lPerkawinan lAgama, lPekerjaan, lPendidikan, lJumlah ldan 

lNama lAnggota lKeluarga), l 

b.  lPemohon lmemasukkan lberkas-berkas lterkait lkasus lyang ldialaminya, l 

c. LPSK lmengecek lmengenai linformasi lyang ldiberikan lpemohon lapakah 

linformasinya lbenar ldan lterancam loleh lseseorang, 

d. LPSK lmelakukanproses lmenelaah lpermohonan lperlindungan lyang ldiajukan 

lpemohohon ldalam lpenentuan ldi lrapat lparipurna lLPSK. 
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Ketentuan lPasal l28 lUndang-Undang lberdasarkan lUndang-Undang lNomor l31 

lTahun l2014 lTentang lPerubahan lAtas lUndang-Undang lNomor l13 lTahun l2006 

lTentang lPerlindungan lSaksi ldan lKorban lmengatur ltentang lsyarat lmateril ldapat 

latau ltidaknya lseseorang ldilindungi loleh lLPSK. lMenyatakan lbahwa ltindak lpidana 

lsebagaimana ldimaksud ldalam lPasal l5 layat l2 ltermasuk ldalam lPerjanjian 

lPerlindungan lSaksi ldan/atau lKorban ldengan lpertimbangan lsebagai lberikut: 

 Pasal l28  

1) Perlindungan lLPSK lterhadap lSaksi ldan/atau lKorban ldiberikan ldengan lsyarat 

lsebagai lberikut: 

a. sifat lpentingnya lketerangan lSaksi ldan/atau lKorban; 

b.  ltingkat lAncaman lyang lmembahayakan lSaksi ldan/atau lKorban; 

c. hasil lanalisis ltim lmedis latau lpsikolog lterhadap lSaksi ldan/atau lKorban; 

ldan 

d.  lrekam ljejak ltindak lpidana lyang lpernah ldilakukan loleh lSaksi ldan/atau 

lKorban. 

2) Perlindungan lLPSK lterhadap lSaksi lPelaku ldiberikan ldengan lsyarat lsebagai 

lberikut: 

a. tindak lpidana lyang lakan ldiungkap lmerupakan ltindak lpidana ldalam 

lkasus ltertentu lsesuai ldengan lkeputusan lLPSK lsebagaimana ldimaksud 

ldalam lPasal l5 layat l(2); 

b. sifat lpentingnya lketerangan lyang ldiberikan loleh lSaksi lPelaku ldalam 

lmengungkap lsuatu ltindak lpidana; 

c. bukan lsebagai lpelaku lutama ldalam ltindak lpidana lyang 

ldiungkapkannya; 

d.  lkesediaan lmengembalikan laset lyang ldiperoleh ldari ltindak lpidana lyang 

ldilakukan ldan ldinyatakan ldalam lpernyataan ltertulis; ldan 

e.  ladanya lAncaman lyang lnyata latau lkekhawatiran lakan lterjadinya 

lAncaman, ltekanan lsecara lfisik latau lpsikis lterhadap lSaksi lPelaku latau 

lKeluarganya ljika ltindak lpidana ltersebut ldiungkap lmenurut lkeadaan 

lyang lsebenarnya. 

3) Perlindungan lLPSK lterhadap lPelapor ldan lahli ldiberikan ldengan lsyarat 

lsebagai lberikut: 

a. sifat lpentingnya lketerangan lPelapor ldan lahli; ldan 

b. tingkat lAncaman lyang lmembahayakan lPelapor ldan lahli. 

Menurut lpengamatan lpenulis, lmenyimpang ldari lketentuan ltersebut, lLPSK lterlebih 

ldahulu lharus lmenerima lpermohonan ltertulis latau llisan ldari lsaksi ldan/atau lkorban 

lyang lmencari lperlindungan lhukum, ldan ldapat ljuga ldiwakili loleh lkeluarganya. lHal 

litu ljuga ldiatur ldalam lpasal l29A lLPSK, lyang lmenyatakan lbahwa lanak lyang 

lmenjadi lsaksi latau lkorban lhanya ldapat lmemperoleh lperlindungan latas lpersetujuan 

lorang ltua latau lwalinya. lLPSK lakan lmemberitahukan lsecara ltertulis lkepada 

lpemohon lmengenai ldapat lditerima latau ltidaknya lpermohonan lpemberian lbantuan 

ltersebut ldiatur ljuga ltata lcara luntuk lmendapat lperlindungan lyang lsesuai ldengan 

lpasal l29 lUndang l-Undang lNo.31 lTahun l2014 ltentang lperubahan latas lUndang-

Undang lNo.13 lTahun l2006 lTentang lperlindungan lSaksi ldan lKorban. 
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Proses lperlindungan lsaksi ldan lkorban loleh lLembaga lPerlindungan lSaksi ldan 

lKorban l(LPSK): 

1. lPengajuan lpermohonan 

Permintaan ltertulis ldari lsaksi latau lkorban lkepada lLPSK lmenjadi ldasar 

lperlindungan ldari lLPSK lterhadap lindividu ltersebut. lSeseorang ldapat lmengajukan 

lperlindungan lsendiri lataupun latas lpermintaan lpejabat lyang lberwenang. 

Oleh lkarena litu, lpengajuan lpermohonan lmerupakan llangkah lawal luntuk 

lmendapatkan lperlindungan ldari lLPSK, ldan lhal lini ldisampaikan ldengan lcara l: 

a. Langsung ldatang lke lkantor lLPSK. l 

b. Dapat lmengisi lformulir, laplikasi lonline, latau lmengirimkan lsuara lke lLPSK 

lmelalui lemail, lwhatsAp. 

Permohonan lperlindungan ldapat ldiajukan lkepada lLembaga lPerlindungan lSaksi ldan 

lKorban l(LPSK) ldapat ldiajukan loleh: 

a. Saksi, lkorban, lpelapor ldan lahli. 

b. Kuasa lhokum latau lkeluarganya. 

c. Pejabat lberwenang. 

2. Pemeriksaan ladministrasi latau lformil 

Pada ltahapan lini l lberkas lpermohonan lyang ltelah ldiajukan lke lLPSK lakan 

lditindak llanjuti loleh lUPP l(unit lpenerimaan lpermohonan) lLPSK. ldimana ltugas 

ldari lUPP ladalah lmelakukan lpengecekan lkembali l latas lkelengkapan lberkas 

lpermohonan. 

3. RPP(rapat lparipurna) langgota 

Setelah lpermohonan lditrima ldan ldipriksa loleh lUPP lLPSK lsesuai ldengan 

lpenjelasan lsebelumnya, lpermohonan lakan ldikirimkan lke lmasing-masing langgota 

lLPSK. lKetua lLPSK lsendiri lyang ljuga lmerangkap lsebagai langgota, ldan lenam 

lorang lwakil lketua lLPSK lyang lsekaligus lmerangkap langgota luntuk lbekerjasama. 

lSelain lberisi lsurat lpermohonan ldari lsaksi ldan/atau lkorban, lberkas lpermohonan 

lyang ldiserahkan loleh lsatgas lUPP lLPSK ljuga lmemuat ldokumen ldata lhasil 

ltemuan linvestigasi lpemeriksaan llapangan lterkait ldata lpermintaan lperlindungan 

ldari lsaksi ldan/atau lkorban. 

4. Pemberian lperlindungan ldan lbantuan loleh lLPSK 

Permohonan lperlindungan lyang ldisetujui ldalam lRapat lParipurna l(RPP) lLPSK. 

lSelain litu, lakan lberalih lpada ltahap lpemberian lperlindungan ldan lbantuan lsaksi 

ldan lkorban. lTujuan ldari ltahapan lperlindungan ldan lpendampingan lLPSK lini 

lterutama luntuk lmenegakkan lhak-hak lsaksi ldan lkorban. lpemberian lperlindungan 
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ldan lbantuan lsebagaimana ldimaksud ldilakukan loleh lbagian/ ldivisi lpemenuhan lhak 

lsaksi ldan lkorban latau lbidang lperlindungan lLPSK lbertanggung ljawab luntuk 

lmemastikan lbahwa lbantuan ldan lperlindungan ldimaksud ldiberikan lsesuai ldengan 

lProsedur lPerlindungan lSaksi ldan lKorban l(PSK) lakan ldilaksanakan lsepenuhnya 

loleh lDivisi lPemenuhan lHak lSaksi ldan lKorban latau lDivisi lPerlindungan lLPSK. 

lDalam lmenjalankan lproses lPSK, lpembagian luntuk lmemenuhi lhak lsaksi ldan 

lkorban lakan lsesuai ldengan lkebutuhan lsaksi latau lkorban, lyang lakan ldiselesaikan 

lsejak lpermohonan lditerima lsampai ldengan lperkara lselesai. lProsedur lPSK 

ldilakukan lsecara lkasat lmata latau lrahasia ltidak ldipublikasikan lkepada lpublik latau 

lmedia lkarena ldalam lmenjalankan ltugas ldan lfungsinya lmelindungi lsaksi ldan/atau 

lkorban, lLPSK lsangat lmenjunjung ltinggi lhak-hak lpemohon. 

Bagian lpemenuhan lhak lsaksi ldan lkorban latau lbidang lperlindungan lLPSK ldapat 

lbekerja lsama ldengan linstansi lterkait luntuk lmemberikan lperlindungan ldan 

lpendampingan lkepada lsaksi ldan lkorban. linstansi lini lwajib lmelaksanakan 

lkeputusan lLPSK lsesuai ldengan lundang-undang.. lSelain litu, ldivisi lyang 

lbertanggung ljawab luntuk lmelindungi lhak lsaksi ldan lkorban lselama lPSK ldipecah 

lmenjadi lbeberapa ldivisi lyang llebih lkecil lyang ldisebut lsebagai l"case lmanager 

l(CM)". lPembentukan lsub lbagian ldan lsub lbagian lini ldimaksudkan luntuk 

lmemfasilitasi lpelaksanaan lPSK lyang llebih lfokus ldan lefisien. lSesuai ldengan 

lkebutuhan lLPSK, lcase lmanager ldiatur ldan ldibagi lmenurut ljenis lkejahatan ltindak 

lpidana lyang ldisaksikan loleh lsaksi latau lkorban lsesuai ldengan lperintah ldari lLPSK, 

lseperti lCM lkorupsi, lCM lnarkoba, lCM lpembunuhan, ldan llain-lain. lNamun, 

lmeskipun ltidak lsemua ljenis ltindak lpidana lakan ldibentuk lcase lmanajer ltermasuk 

ldalam lSOP lLPSK l(prosedur loperasi lstandar).  

C. Hambatan dan solusi apa saja yang dihadapi Lembaga perlindungan saksi 

dan korban (LPSK) dalam upaya perlindungan saksi tindak pidana 

Di ltengah lpeningkatan lpermohonan l ljuga lmuncul lsejumlah lpermasalahan ldan 

lpotensi lhambatan ldalam lpelaksanaannya. lMenyikapi lberbagai lpermasalahan lini, 

lLPSK lmenginisiasikan lpertemuan ldalam lbentuk lworkshop lyang lmelibatkan 

linstitusi lNegara llainnya lyaitu l: lKomnas lHAM, lSaksi ldan lKorban, lpendamping 

ldan lorganisasi lHAM luntuk lmenyusun lserangkaian llangkah lkerja ldan lagenda 

lbersama. lPerumusan lini lmenghasilkan l3 laspek lutama ldalam lkerangka lpenenganan 

lkorban lpelanggaran lHAM l: 

● terkait ldengan lregulasi ltentang lhak-hak lkorban lpelanggaran lHAM. 

● terkait ldengan lpenanganan lsaksi ldan lkorban loleh lLPSK. 

● terkait ldengan ldukungan ldan lperan lmasyarakat lsipil ldalam lmendukung 

lkorban lpelangaran. 

 lSejumlah lpermasalahan lyang lmenyebabkan lkurang lmaksimalnya lpemenuhan lhak 

ladalah: 

1. Hambatan lregulasi 

Masih lsulit luntuk lmemberikan lhak latas lperawatan lmedis ldan lrehabilitasi 

lpsikososial. lTata lcara lpemberian lpertolongan lsegera lkepada lkorban ldalam 

lmenanggapi lkondisi lkorban lyang lmemerlukan lpenanganan lsegera lsebelum lputusan 
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lLPSK, lmerupakan lmasalah lprosedural lakses lyang lmuncul. lKorban lsering lditolak 

laksesnya luntuk lmendapatkan lbantuan lkarena lkondisi ldi lmana lpermintaan lditerima 

ldan lpersyaratan luntuk lkebijakan lkhusus lnegara lyang lberkaitan ldengan lpemulihan 

lkorban. 

Korban lmengeluhkan lsejumlah lketentuan ldalam lStandar lOperasional lProsedur 

lyang lselanjutnya ldisebut lSOP. lSOP lmensyaratkan lsurat lketerangan ldari lKepala 

lDesa, lRT, lRW, lCamat, lagar lmenyertakan lKTP lKorban lyang ltelah ldilegalisasi 

loleh lpejabat lyang lberwenang. lMeski lberharap lbisa lmengakses lbantuan lLPSK, 

lbeberapa lkorban lmengeluhkan lpersyaratan lini lkarena lmasih lada lkorban lyang 

lidentitasnya ltidak lmau ldiketahui lkarena lmasih lada lstigmatisasi ldi llingkungan. 

2. Pemberian lbantuan lyang lmasih lterbatas 

Bantuan lmedis ldan lpsikososial ltermasuk ldalam lkewenangan lLPSK luntuk 

lmemberikan lbantuan lmenurut lundang-undang; lnamun lbantuan lLPSK lsaat lini 

lhanya lmencakup lbantuan lmedis lpsikososial ldalam lbentuk lpelayanan lfisik ldan 

lpsikis ldan lbelum lmencakup lpelayanan lpsikososial lyang llebih lluas lsebagai lbagian 

ldari lreparasi. lSebaliknya, lrehabilitasi lpsikososial lmerupakan llayanan lyang ljuga 

lsangat lpenting ldalam lproses lkompensasi lkorban lpelanggaran lHAM lberat ldi 

lIndonesia. 

3. Perlu lpenguatan linternal lLPSK 

Bagian lKompensasi ldan lRestitusi lyang lselanjutnya ldisingkat lBKR lmemiliki 

lsejumlah l lpegawai lyang lmasih lterbatas lyang lbertanggung ljawab luntuk 

lmemberikan lhak lreparasi lkepada lkorban lpelanggaran lHAM lberat ldi lLPSK. 

lBidang lini lbertugas lmembantu lkorban lpelanggaran lHAM lberat lserta lsemua lkasus 

lpidana lyang lmelibatkan lkompensasi ldan lrestitusi lkorban. lDi lbeberapa 

lpemerintahan llapangan lBKR lmembantu ldan lmelakukan lkerjasama ldengan 

lbeberapa lpendamping l lkorban. 

4. Status lbagi lsaksi latau lsurat lketerangan 

Akses lkorban lterhadap lsurat lketerangan ldari lKomnas lHAM ladalah lsalah 

lsatulmasalah lyang lpaling lsignifikan lterkait lakses lke lrehabilitasi lpsikososial ldan 

lbantuan lmedis. lDalam lsurat ltersebut lterdapat lpernyataan lbahwa l“seseorang 

lmenjadi lkorban lpelanggaran lHAM lberat” ldemikian lbunyi lsurat ltersebut. lSurat lini 

ldiperlukan loleh lsaksi latau lkorban lbantuan lyang lingin lmengajukan lpermohonan 

lbantuan ladministrasi lke lLPSK. lApabila lPemohon lmengajukan lpermohonan lkepada 

lLPSK lnamun lperkaranya lmasih ldalam ltahap lpenyelidikan, lpenyidikan, ldan 

lpenuntutan, lhal lini lmenunjukkan lbahwa lpengadilan lbelum lmemutus lperkara 

ltersebut. lOleh lkarena litu, lpernyataan ldari lKomnas lHAM lyang lmenyatakan lbahwa 

lpemohon lbenar-benar lkorban ldan lmenyebutkan ljenis lbantuan lyang ldiperlukan 

lharus ldicantumkan ldalam lsyarat lpengajuan lpermohonan lsebelum lputusan 

lpengadilan. lSurat lketerangan lmemperoleh lketerangan lstatus lkorban ldapat 

ldikeluarkan loleh lKomnas lHAM. 
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5. penentuan lbantuan lmedis lberdasarkan lrekomendasi lpsikolog latau ldokter 

LPSK ltelah lmelakukan lberbagai lupaya luntuk lmeminta ljaringan ldokter ldan 

lpsikolog luntuk lmelakukan lasesmen ldan lpelayanan lsebagai lbagian ldari 

lpelaksanaannya. lSaat lini lLPSK ltelah lbekerjasama ldengan lunit lmedis ldan 

lpsikologis ldi lsejumlah lwilayah lIndonesia luntuk lmemberikan lpelayanan lmedis ldan 

lpsikologis lbagi lkorban lpelanggaran lHAM lberat ldan lpelanggaran lpidana llainnya. 

Menurut lbeberapa linformasi, lmasih lada lkendala lkarena ladanya lkeyakinan lbahwa 

lharus lada lhubungan lantara lmasalah lmedis latau lpsikologis lyang ldihadapi lkorban 

ldengan lpelanggaran lHAM lyang lterjadi. lBeberapa lkendala ltersebut lantara llain 

ldokter ldan lpsikolog lyang lkurang lmemahami lkonteks lkorban lpelanggaran lHAM 

lberat. lPemahaman lini lsangat lpenting lkarena lLPSK lakan lmenggunakan lhasil 

lpenilaian lmereka lsebagai lsalah lsatu lfaktor ldalam lmemutuskan lditerima latau 

ltidaknya lpermohonan. lUntuk lmemudahkan ldokter ldan lpsikolog ldalam lmelakukan 

lasesmen ldan lpelayanan, lada lusulan lpedoman lkhusus ldan lpemahaman lsingkat 

ltentang lkorban lpelanggaran lHAM l. 

6. lMengenai ljangka lwaktu lbantuan ldapat ldiberikan 

Selain lkurangnya linformasi, lpersoalan lyang lperlu ldibenahi ladalah lprosedur 

lpemberian lbantuan lsegera. lMenurut lsejumlah llaporan, lLPSK ltidak lbisa lsegera 

lmelakukan lprosedur lkarena lkendala ladministrasi. lKendala ltersebut lantara llain 

lkelengkapan lpersyaratan lyang ldiperlukan luntuk lmemproses lpermohonan, lseperti 

lprofil ldan lstatus lkorban. lPersyaratan lprofil lkorban ldapat ldengan lmudah ldipenuhi, 

lnamun lstatus lkorban ltetap lmemerlukan ltanggapan ldari lKomnas lHAM. lBahkan, 

lada lkorban lyang lmembutuhkan lbantuan lsegera ltetapi ltidak ldapat lmenerimanya 

lkarena lketerbatasan lpersyaratan. lMenanggapi lhal lini, lLPSK lharus 

lmenginformasikan ldengan lbaik lkepada lkorban ltentang ltantangan lyang lmereka 

lhadapi. 

7. Pendampingan l lkorban ldalam lproses lpermohonan lbantuan 

Selain lsoal lsosialisasi lperkembangan, ljuga lberkaitan ldengan lpemberian lbantuan 

lyang lberkelanjutan ldi lsetiap lprosesnya. lLPSK lbelum lmampu lmembiayai 

lpendamping lkorban luntuk lmengikuti lsemua lproses lkarena llokasi lkorban lberada 

ldi lluar lkota, lmenurut llaporan. lDalam lbeberapa lkasus, lasisten lingin lberpartisipasi 

ldalam lproses ltersebut ltetapi ldibatasi loleh lbiaya ldan lsumber ldaya. lAkibatnya, 

lperlu ladanya lpeningkatan lkomunikasi lantara lLSPK ldengan lpara lpendamping 

luntuk lmemudahkan lpara lpendamping lmendapatkan linformasi ldan ldukungan ljika 

lterjadi lkendala ltersebut.. 

8. Infornasi lbantuan lkepada lkorban. 

Tidak lsemua lorang lyang lmenjadi lkorban lpelanggaran lHAM lberat lmendapatkan 

linformasi llengkap ltentang lpelayanan lmedis ldan lrehabilitasi lpsikososial lLPSK 

lsejak lprogram ldimulai. lCukup lbagi lpara lkorban lyang lmenerima lbantuan, 

lkhususnya ldari lJakarta, luntuk lmengetahui lprogram lini ldan lproses lpermohonannya. 
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lSementara litu, lkorban llain lmengetahui linformasi lini ldari lteman ldan lkelompok 

lkorban llainnya. 

LPSK lmelihat lkendala lyang lada lkemudian lmelakukan lserangkaian lkegiatan lyang 

lmenjadi lsolusi lLPSK lyakni ldengan lcara l: l 

a. LPSK ltelah lmencoba lmensosialisasikan ldan lmenyebarluaskan linformasi, lantara 

llain ldengan lmembahas lpendistribusian lleaflet, lbooklet, ldan ldi lmedia lwebsite 

llainnya lmengenai lperlindungan lsaksi ldan lkorban. 

b. Pelatihan lstaf lLPSK ldan lpenguatan linternal ldalam lpendampingan lkorban. 

c. Mewujudkan lsinergi ldan lkerjasama llembaga lpenegak lhukum. 

d. Penguatan lkerjasama linternasional ldan lkerjasama lregional ltentang lperlindungan 

lsaksi ldan lkorban. 

 

 KESIMPULAN 

A. Kesimpulan  

Peranan lLembaga lPerlindungan lSaksi ldan lKorban ldalam lperlindingan lsaksi ldan 

lkorban. 

Peran lLembaga lperlindungan lsaksi ldan lkorban ldiatur ldalam lPasal l5, l6, ldan l7 

lUU lNo. l31 lTahun l2014, lyang lmengubah lUU lNo. l13 lTahun l2006 ltentang 

lPerlindungan lSaksi ldan lKorban, lmenjelaskan ltanggung ljawab lLPSK. lSesuai 

ldengan ltanggung ljawab ldan lkewenangannya, lperan lLPSK ldalam lmelindungi lhak 

lsaksi ldan lkorban, lyaitu: lmemberikan ldukungan lfinansial, lmemfasilitasi lhak 

lreparasi l(pemulihan) lbagi lsaksi ldan lkorban lkejahatan ldan lpelanggaran lHAM 

lberat, lmemberikan ljaminan lperlindungan lfisik, ldan lmemberikan ljaminan lhukum 

lterkait lpenyelenggaraan lperadilan lpada lsetiap ltahapan lproses lhukum. 

Proses lLPSK lmelindungi lsaksi ldan lkorban lmerupakan lmekanisme lperlindungan 

lhukum lLPSK: lpengajuan lpermohonan, lpenyidikan lformal latau ladministrasi, 

lrancangan lrapat lparipurna langgota, lpendampingan lLPSK, ldan lbantuan 

lperlindungan lLPSK. 

Hambatan l ldan lsolusi lyang ldihadapi llembaga lperlindungan lsaksi ldan lkorban 

ldalam lmenegakkan latau lmerealisasikan lundang-undang lperlindungan lsaksi ldan 

lkorban. 

Permasalahan lyang lmenyebabkan lkurang lmaksimalnya lpemenuah lhak ladalah: 

lHambatan lregulasi, lPemberian lbantuan lyang lmasih lterbatas, lKebutuhan lpengutaan 

linternal lLPSK, lSurat lketerangan l/ lstastus lsebagai lkorban, lMengenai ljangka lwaktu 

lpenentuan ldapat ldiberikannya lbantuan, lbantuan lmedis lyang ldi ltentukan latas 

lrekomendasi ldokter ldan lpsikolog, lPendamping lkorban ldalam lproses lpermohonan 

lbantuan, lInformasi lbantuan lkepada lkorban, lKerjasama lserta ldukungan llembaga 

lpendamping lkorban. 
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SOLUSI ldari lLPSK l 

Sosialisasi ldan ldesiminasi linformasi lyang ltelah ldicoba lLPSK lmisalnya lmelalui 

lmedia lwebsite, lbuku ltentang linformasi lterhadap lperlindungan lsaski ldan lkorban, 

lMenambah lbantuan l lperlindungan ldi lsetiap lkota-kota latau ldi lsetiap lkabupaten, 

lPenguatan linternal lLPSK ldan lpelatihan lbagi lstaff lLPSK ldalam lpendampingan 

lsaksi latau lkorban, lmewujudkan lkerjasama ldan lsinergitas lantar laparat lpenegak 

lhukum ldan lkerjasama lregional ldan lmemperkuat lkerjasama linternasional ltentang 

lperlindungan lsaksi ldan lkorban. 

B. SARAN 

1. LPSK lSebagai llembaga lindependen lyang lmelindungi lsaksi ldan lkorban, 

lkewenangan lLPSK lperlu ldiperkuat. 

2. LPSK ldiharapkan ldapat lmempermudah lsaksi, lkorban, ldan lpihak lterkait 

llainnya luntuk lmengajukan lpermohonan, lmemenuhi lpersyaratan, ldan 

lmenyelesaikan lpersoalan lsulit llainnya lsehingga ltidak lada llagi lpengaduan 

lmasyarakat lterhadap lproses latau lkinerja lmemperoleh lperlindungan. 

3. Penting luntuk lmelakukan lsosialisasi lyang llebih lkuat lmengenai lkeberadaan 

lLPSK lagar lmasyarakat lsecara lkeseluruhan llebih lmengetahui lbagaimana 

lproses lkinerja lLPSK lberjalan. 

4. Berdasarkan lkesimpulan ldi latas lmaka ldapat ldirekomendasikan lperlu ladanya 

lpeningkatan lkinerja lmaupun lfasilitas lyang lada lsaat lini ldi lLPSK, lterutama 

luntuk lmeningkatkan lunsur lyang lkurang lbaik lmenjadi lbaik. 

5. Dari lbeberapa lmasukan ldari lterlindung lmenyampaikan lbahwa llamanya 

lprosedur llayanan lpermohonan lyang llebih ldari l4 lminggu lsehingga lprosedur 

llayanan lpenerimaan lpermohonan lharus llebih ldiperhatikan ldengan 

lmeningkatkan lkualitas ldan lkuantitas lkompetensi lSDM ldi lbiro lPP lsetra 

lperlunya lmenjalankan lSOP lpelayanan lyang ltelah ldi ltetapkan. 

6. LPSK lperlu lmelakukan ltindak llanjut latas ltemuan llapangan lyang ldiperoleh 

ltim lketika lmelakukan lkegiatan lsurvey lkepuasan lmasyarakat. 

 

DAFTAR PUSTAKA  

Aziz lsyamsuddin, l lTindak lpidana lkhusus lpenerbit l: lsinar l lgrafika, l l lJakarta, 

l2011. 

Chazawi ladami, lhukum lpidana l lkorupsi ldi lIndonesia, lpenerbit l: lPT lRaja lGrafindo 

lPersada, l lJakarta, l l2016. 

Eddyono lSupriyadi lWidodo, l2016, lAspek l-Aspek lPenting lDalam 

lPenangananPermohonan ldan lPenelaahan lBantuan lMedis ldan 

lPsikososialKorban lPelanggaran lHAM lBerat lLPSK, l(Ed. lRev.), 

lJakarta,Institute lfor lCriminal lJustice lReform. 

Eddyono l lSupriyadi lWidodo, l2014, lAspek l-Aspek lPerlindungan lSaksi ldan lKorban 

ldalam l lRUU lKUHAP, lJakarta, lInstitute lfor l lCriminal lJustice lReform. 



 

JURNAL ILMIAH SULTAN AGUNG 

Universitas Islam Sultan Agung 
Semarang, 15 Maret 2023 

ISSN: 2963-2730 

1141 
 

Eddyono lSupriyadi lWidodo let lal, l2008 l, lPokok-Pokok lPikiran lPenyusunanCetak 

lBiru lLembaga lPerlindungan lSaksi lDan lKorban, lJakarta, lIndonesia 

lCorruption lWatch. 

Eddyono lSupriyadi l lWidodo l. l lLembaga lPerlindungan l lSaksi lDiIndonesia lSebuah 

lPemetaan lAwal, lpenerbit: lIndonesia lCorruption, lJakarta l2007. 

Hamzah landi, lpemberantasan lkorupsi lmelalui lhukum lpidana lnasional ldan 

linternasional, lpenerbit: lPT. lRaja lGrafindo lPersada, l2006 l l 

Muthmainnah lyulianti, lperlindungan lterhadap lsaksi ldan lkorban, lparagrafworld, 

2009. 

Waluyo lBambang. lViktimologi l lPerlindungan lKorban ldan lSaksi, lpenerbit: lSinar 

lGrafika, lJakarta, l2014 

 

 

 

 

 

 


